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Ada Mafia Pajak Kendaraan?

PALU, MERCUSUAR- Keberhasilan Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) menggenjot
setoran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar
Rp4 miliar, hanya dalam waktu sepekan pasca
penyerahan laporan hasil pemeriksaan (BPK) RI
atas PKB dan BBNKB, dianggap sebuah gebrakan.

Yayasan Pendidikan Rakyat
(YPR) melalui Direkturnya,
Dedy Irawan, malah melihat
ada kejanggalan atas gebra-
kan Dispenda mengumpulkan
tunggakan PKB dan BBNKB
sebesar Rp4 miliar, hanya
dalam sepekan. “Ini sudah

dapat dikatakan ada mafia pa-
jak (kendaraan) yang bermain
di dalamnya,” ujar Dedy beber-
apa hari lalu.
Dedy malah
mempertan-
yakan gebra-
kan Dispenda

selanjutnya, apakah masih
mampu menarik tunggakan
PKB dan BBNKB, minimal
seperti yang disetor sepekan
pasca penyerahan LHP BPKRI
tersebut. “Ini menimbulkan
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Kejaksaan Dianggap Lebih Independen
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kecurigaan, apakah setiap tahun ter-
jadi seperti ini? Nabh, ini terindikasi
terjadi modus atau pola korupsi di
instansi yang menangani pajak,”
ujarnya. “Jangan-jangan dana itu su-
dah ada sebelumnya, tapi dideposi-
tokan di rekening lain,” tambahnya.

Untuk itu, Dedy mendorong agar
kasus PKB dan BBNKB ini segera dite-
lusuri dan ditangani pihak Kejaksaan.
Alasannya, Kejaksaan dianggap lebih
independen dalam menangani kasus
PKB dan BBNKB ini.

Apabila kasus PKB dan BBNKB ini
tidak terselesaikan maka YPR ber-
sam ngo-ngo (lembaga) nya akan me-
nenemui kejaksaan untuk mendesak
segera dilaksanakan pemeriksaan.
Sebab, boleh jadi dana itu sduah ada
namun tidak tercatat di kas daerah.
“Ini merupakan penyakit setiap ta-
hun namun tidak adanya ketegasan
pemimpin daerah sehingga tidak
terselesaikan,” sesalnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Sulteng, mengaku kewalahan pada
saat mengumpulkan data pajak ken-
daraan di seluruh daerah di Sulteng.
Dengan demikian, data yang diper-
oleh saat ini masih belum sepenuh-
nya rampung dari keseluruhan data
pajak kendaraan se- Sulteng yang
berhasil diambil.

Hal itu disampaikan salah satu
staf BPK Sulteng yang ikut me-
nyambung pernyataan Kepala BPK
RI Perwakilan Sulteng; Muhammad
Bayu Subartha, ketika wartawan
Mercusuar menghampiri Bayu untuk
dilakukan wawancara terkait temuan
BPK tentang pajak kendaraan.

“Karena data dari dinas-dinas
terkait belum jelas, makanya kita
maunya data dikasih ke kami itu
dievaluasi. Hanya saja, untuk
jumlah totalnya kita cari bareng-

. bareng,"terang staf tersebut.

Bayu mengatakan, terkait ha-
sil temuan BPK yang telah

diserahterimakan kepada Gubernur
Sulteng, Longky Djanggola beberapa
hari lalu, telah menjadi kewenangan
pihak pemerintah daerah untuk
mengaturnya. Termasuk DPRD dan
para Bupati juga telah diberikan
laporan hasil temuan pajak kend-
araan itu.

“Temuan tidak jelasanya uang Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) sebanyak Rp83,25 miliar,
sekarang sudah ditindaklanjuti.
Ini tergantung dari bupati masing-
masing. Nah, kalau uang sebesar
Rp1,32 miliar, itu kan penyelengga-
raannya anggota pegawai pemda itu
sendiri, mereka sudah diserahkan
ke polisi lalu diproses di pengadilan
Kabupaten Morowali,"kata Bayu
yang ditemui usai mengisi seminar
BPK Goes to Campus di Universitas
Tadulako (Untad), bersama Anggota
BPK RI, Dr Ali Masykur Musa, Kamis
(7/11/2013). a8s




